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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 24 TAHUN 2026 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2027 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional Juncto Pasal 23 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2027;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nr 13 Tahun 1954 

tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 

Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2055-2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2026 Nomor 395); 
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10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);  

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);  

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2026 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2026 Nomor 9  Seri E); 

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);  

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);  

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 75);  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.  

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah                                

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.  

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala 

Daerah. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat 

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan 

untuk melaksanakannya. 

10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah 

dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

Pasal 2 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disingkat RKPD 

Tahun 2027 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 

1 (satu) tahun yaitu Tahun 2027 yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2027 dan 

berakhir pada Tanggal 31 Desember 2027.  
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Pasal 3  

(1) RKPD Tahun 2027 merupakan Penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 

yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Nasional Tahun 2027 

serta RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka 

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan 

pendanaan daerah.  

(3) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi :  

a. peningkatan kualitas sarana-prasarana untuk mewujudkan masyarakat 

yang cerdas dan sehat;  

b. pemberdayaan Sosial Afirmatif dan Penguatan Kebudayaan Lokal;  

c. pengembangan Infrastruktur Ekonomi Strategis untuk mendorong 

pemerataan kontribusi ekonomi; 

d. optimalisasi Investasi Produktif yang didukung Kolaborasi Lintas Sektor;  

e. penguatan Penerapan Sistem Merit, Akuntabilitas Birokrasi dan 

Kondusifitas Wilayah; dan 

f. optimalisasi Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan 

untuk Mendorong Terwujudnya Kota yang Inklusif dan Menyejahterakan. 

 

Pasal 4 

(1) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan sebagai :  

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat 

Daerah kabupaten/kota; dan 

b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten/kota 

serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

kabupaten/kota.  

(2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

disampaikan Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan 

penyusunan rancangan APBD. 

 

Pasal 5 

Rumusan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum 

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Wali Kota ini.  
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Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

                                                          

Ditetapkan di Probolinggo  

pada tanggal  30 Juni 2026 

 WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

AMINUDDIN 

 

Diundangkan di Probolinggo  

pada tanggal  30 Juni 2026 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BUDI WIRAWAN 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 24 

                                tttd. 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 

 
 

ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H 

NIP. 19840531 201001 1 011 
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